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NOMOR : 5 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA

(RKPDESA)

TAHUN 2025




Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA JUNGSEMI

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JUNGSEMI

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUNGSEMI,

* a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun

i

Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari
RPJM Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Kecamatan
wedung Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat [I Demak dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomeor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6515);

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611};

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4};
Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi
(Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pesalakan
Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023
Nomor 2)

Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2024,

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

dan
KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA ( RKPDESA ) JUNGSEMI KECAMATAN
WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

BAB 1 KETENTUAN
UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

10.

11,

Daerah adalah Kabupaten Demak.

Kecamatan adalah Kecamatan Wedung.

Desa adalah Desa Jungsemi.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga

yvang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau vang disebut dengan mnama lain
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau vang disebut
dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan
Desa vang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,

dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak

lainnya vang sah.



Pasal 2

RKP Desa Jungsemi Tahun 2025 berisi prioritas program, kegiatan, dan
anggaran Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak selama
kur!.m waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Df:sa Jungsemi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4
RKP Desa Jungsemi Tahun 2025 ditetapkan sebagai pedoman
penyusunan program dan kegiatan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak selama kurun Waktu satu
tahun ke depan dan menjadi acuan desa dalam penyusunan APBDesa, yvang
disusun dengan sistematikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud
dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika
penyusunan.

BAB 1II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi
pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan
RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait
permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB Il GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil
pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa
berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa,
serta bantuan keuangan dari Pihak Ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang
disertai anggaran Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa
yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan / atau kerja
sama dengan pihak ketiga; dan vang dikelola oleh desa
sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan
terkait dokumen RKP Desa.



BAB Il
PENUTUP
Pasal 5
Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Jungsemi Tahun 2025

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jungsemi.
Ditetapkan di Desa Jungsemi
f;':’f-ﬂ“ ada tanggal 27 September 2024
-~
A|DESA JUNGSEMI,

Diundangkan di Desa Jungsemi
pada tanggal 27 September 2024

SEKRETARIS DESA JUNGSEMI,
\\\-

e

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024 NOMOR 5.



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas
pembangunan Desa tahun Anggaran 2025, di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten
Demak Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2025, maka pada
hari ini:

Hari dan Tanggal : JUM'AT, 27 September 2024

Jam : 13.00 s.d. selesai

Tempat : Balaidesa Jungsemi

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
(musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan
tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar
hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan
narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A, Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2025;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd dari Pemdes
Notulen : ALl MUHSON dari Pemdes
Narasumber : 1. NUR AHMAD FIKRI dari BPD

2. SUHARTO, ST dari Kec,

3. KUSGIYANTO, SE dari Kades
Unsur Peserta : 1. AHMAD RIZAL SALEH dari Pemdes

2. MASFUFAH, Amd.Keb dari Bidan

Dan lain-lain terlampir dalam Daftar Hadir

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

Menyetujui rancangan RKPDesa untuk ditetapkan Menjadi RKPDesa Tahun 2025 yang
dituangkan dalam Dokumen Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala desa dengan
Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Jungsemi.



Untuk tindak lanjut dari ditetapkannya RKPDesa Tahun 2025, segera disusun Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

MASRUROH, Hj




RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)

TAHUN 2025
DESA D JUNGSEMI
KECAMATAN {WEDUNG
KABUPATEN - DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH
Biaya dan Sumber Pola Pelaksanaan
BIDANGISUB BIDANGIJENIS KEGIATAN WAKTU Pambiayaan etolai
KD Mendukun | Data Eksisting Target Capalan LOKAS! Volume dan Penerma PELAKSANA K N Antar
g SDGs Ke] Tahun Berjalan Tahun 2024 Satuan Manfaat iseama
BIDANG/SUEB BIDANG JEMNIS KEGIATAN AN JUMLAH (RUPIAH)| SUMBER Desal Kerjasama
Pihak Ke-3)
1 2 3 4 & L] T B 8 10 1" 12 13
01 |BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang Penyelenggaran  |Penyediaan Penghasilan Tetap dan 18 1org 1 org Terpenuhinya Desa 1 arg Kepala Desa |12 bulan 28.898.352 |ADD Swakelola
Belanja Siltap, Tunjengan dan | Tunjangan Kepala Desa Terpenuhinya pagu|pagu maskimal Jungsemi
Operagional Pemerintahan maskimal
Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan 18 10 org 10 arg Desa 10 org Perangkat Desa |12 bulan 242,062,320 |ADD Swakelola
Tunjangan Perangkat Desa Terpenuhinya pagu| Terpenubinya pagu| Jungsemi
maskimal maskimal
Penyediaan Jaminan Sosial bagi 13 |Jaminan Jaminan Desa 11 org Kades dan |12 bulan 3.700.000 (ADD Swakelola
Kepala Desa dan Perangkat Desa Kesehatan Kesehatan Jungsemi Perades
terpenuhi terpenuhi
13 Jaminan Jaminan Desa 11 erg Kades dan |12 bulan 21.000.000 |PEH Swakelola
Ketenagakerjaan |Ketenagakerjaan Jungsemi Perades
Terpenuhi Terpenuhi
Penyediaan Operazional Pemerintah 18 Tersedianya Tersedianya Dasa 1 paket Pemdes 12 bulan 65,000,000 |ADD.PEH Swakelola
Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD Operasional Operasional Jungsermi Jungsemi
dify Pemdes Pemdes
18 Tersedianya Tersedianya Desa 1 paket Pemdes 12 bulan 450,000 |DLL Swakelola
Operasional Operasional Jungsemi Jungsemi
Pemdes Pemdes
18 Tersedianya Tersedianya Desa 1 paket Pemdes 12 bulan 32.300.000 |PAD Swakelola
Operasgional Operasional Jungsemi Jungsemi
Pemdes Pemdes
18 Tersadianya Tersedianya Desa 1 paket Pemdas 12 bulan 37.680.000 |PEH Swakelola
Operasional Operasional Jungsemi Jungsemi
Pemdes Pemdes
Penyediaan Tunjangan BPD 18 Tersedianya Tersedianya Desa 7 orang BPD Jungsemi |12 bulan 37635816 |ADD Swakelola
Tunjangan BPD | Tunjangan BRD Jungsemi




BIDANGISUB BIDANGIJENIS KEGIATAN Playa i Exiv oy Fola Fetukesmn
KD Mendukun | Data Eksisting Target Capalan LOKASI Volume dan Penerima p TWARTY evnrpiriiac _”m_.ihx-_o_"-ﬁr
g SDGs Ke] Tahun Berjalan Tahun 2024 Satuan Manfaat SLAREANA Karjaunomm Antar
BIDANG/SUB BIDANG JENIS KEGIATAN AN L JUMLAH (RUPIAH)| SUMBER | Desal Kerjasama
Pihak Ke-3)
1 2 3 4 § ] T ] 8 10 11 12 13
Penyediaan Operasional BPD (rapat, 18 Tersedianya Tersedianya Desa 7 orang BPD Jungsemi (12 bulan 18.000.000 |PAD Swakelola
ATE, Makan Minum, Pakaian Seragam, Operasional BFD |Operasional BPD Jungsermi
Listrik dil}
Penyediaan InsentiffCperasional 18 Perlu adanya Perlu adanya Desa 22 orang Ketua RT dan |12 bulan 33.000.000 |ADD Swakelola
RT/RW tambahan tambahan Jungsami Ketua RW
Kesejahteraan Kesajahteraan
Ketua RT dan Ket |Ketua RT dan Ket
RW RV
Operasional Pemerintah Desa yang 18 Tersedianya Tersadianya Desa 3 paket Pemdes 12 bulan 34.716.3680 [DDS Swakelola
bersurnber dari Dana Desa Operasional Operasional Jungsarni Jungsemi
Pemdes Pemdes
|Penyediaan Tunjangan Harl Raya 18 Tersedianya Tersadianya Desa 1 orang Kepala Desa |1 bulan 500.000 |PAD Swakelola
Kepala Dasa Operasional Operasional Jungsemi
Pemdes Pemdes
Penyediaan Tunjangan Hari Raya 18 Tersedianya Tersadianya Desa 10 orang Perades 1 bulan 2500000 |PAD Swakelola
Perangkat Desa Operazional Operasional Jungsemi
Pemdes Pemdes
Penyediaan Tunjangan Hari Raya 18 Tersedianya Tersadianya Dess 1 paket Lembaga Desa |1 bulan 18.000.000 |PAD Swakelola
Lembaga Desa Operasional Operasional Jungsemi
Pemdes Pemdes
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sitap 18 Tersedianya Tersedianya Desa Jorang |3 orang Perades |12 bulan 7.200.000 |PAD Swakelola
dan Operasional Pemerintahan Desa Operasional Operasional Jungsemi
Pemdes Pemdes
Sub Bidang Penyediaan Sarana |Penyediaan Sarana {Aset Tetap) 18 Tersedianya Tersedianya Desa 1 paket Pemdes 12 bulan 28.000.000 |PAD Swakelola
Prasarana Pemerintahan Desa |Perkantoran/Pemerintahan Cperasional Operasional Jungsemi
Pemdes Pemdes
Pemeabharaan Gedung/Prasarana 18 Tersedianya Tersedianya Cesa 1 paket Pemdes 12 bulan 3,600,000 |PAD Swakelola
Kantor Desa Operagional Operasional Jungsemi
Pemdes Pemdes
Sub Bidang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Umum dan 18 Peningkatan Peningkatan Desa 1 paket Warga 12 bulan 2400000 |DDS Swakelola
Administrasi Kependudukan, Kependudukan Pelayanan Pelayanan Jungsemi Magyarakat
Pencatatan Sipil, Statistik dan Adminduk bagi Adminduk bagi Jungsem|
Kearsipan Warga Warga
Peryusunan, Pendataan, dan 18 Kualitas Data Kualitas Data Desa Desa 1 paket Perencanaan |12 bulan 6.000.000 |DDS Swakelola
Pemutakhiran Profil Desa Desa untuk Bahan |untuk Bahan Jungsemi Pembangunan
Perencanaan Perencanaan Desa




BIDANGISUB BIDANGIJENIS KEGIATAN i s sl EWH;#:W:J.:
KD Mendukun | Data Eksisting Target Capalan LOKAS! Volume dan Penerima PELAKSANA iy s Kerjasama Antar
g 5DGs Ke{ Tahun Berjalan Tahun 2024 Satuan Mantaat K
BIDANG/SUB BIDANG JENIS KEGIATAN AN JUMLAH (RUPIAH)| SUMBER | Desal Kerjasama
Plhak Ke-3)
1 2 3 4 5 ] T B ] 10 1 12 13
Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan 18 Kualitas Data Kualitas Data Desa Desa 1 Paket Tertib 12 bulan 3.000.000 [PAD Swakelola
Pemerintahan Desa Desa untuk Bahan |untuk Bahan Jungsemi administrasi
Perencanaan Perancanaan Pemdes
Penyuluhan dan Penyadaran 18 Kualitas Data Kualitas Data Desa Desa 1 paket Warga 2 bulan 2.000.000 |PAD Bwakelola
Masyarakat tentang Kependudukan dan Desa untuk Bahan |untuk Bahan Jungsemi masyarakat
Capil Perencanaan Perencanaan
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan 18 Kualitas Data Kualitas Data Desa Desa 1 paket Warga 12 bulan 3.000.000 |DDS Swakelala
Desa secara Partisipatif Desa untuk Bahan (untuk Bahan Jungsemi Masyarakat
Perencanaan Perencanaan
Sub Bidang Penyelenggarasn | Penyelenggaraan Musyawarah 18 Kualitas Data Kualitas Data Desa Desa 1 paket Dokumen |8 bulan 6.000.000 |PAD Swakelola
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Desa/Pembahasan Desa untuk Bahan |untuk Bahan Jungsemi Perencanaan
Perencanaan, Keuangan dan  |APBDes (Reguler) Perencanaan Perencanaan Desa
Pelaporan
Penyelenggaraan Musyawarah Desa 18 Kualitas Data Kuslitas Data Desa Desa 1 paket Penjaringan |1 bulan 5.000.000 |DDS Swakelola
Lainnya (Musdus, rembug desa Non Desa untuk Bahan |untuk Bahan Jungsemi aspirasi
Reguler) Parencanaan Perencanaan masyarakat
Penyusunan Dokumen Perencanaan 18 Kualitas Data Kualitas Data Desa Desa 1 paket Dokumen 3 bulan 3.000.000 [PAD Swakelola
Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil) Desa untuk Bahan |untuk Bahan Jungsemi RP.JMdesa dan
Perencanaan Perencanaan REPDesa
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa 18 Kualitas Data Kualitas Data Desa Desa 1 paket Dokumen |3 bulan 5.000.000 |DDS Swakelola
(APEDes, APBDes Perubahan, LPJ dii) Desa untuk Bahan |untuk Bahan Jungsemi Anggaran desa
Perencanaan Perencanaan
Pengelolaan Administrasi’ 18 Kualitas Data Kualitas Data Desa Desa 1 paket Pengelolaan |12 bulan 3.000.000 |DDS Swakelola
Inventarisasi/Penilalan Aset Desa Desa untuk Bahan |untuk Bahan Jungsemi Aset desa
Perencanaan Perencanaan
Penyusunan Kebljakan Desa 18 Kualitas Data Kualitas Diata Desa Desa 1 paket Pemdes dan |1 bulan 3,000,000 |DDS Swakelola
{Perdes/Perkades selain Desa untuk Bahan |untuk Bahan Jungsemi masyarakat
Perencanaan/Keuangan) Perencanaan Perencanaan




BIDANGISUB BIDAMGILIENIS KEGIATAN

Biaya dan Sumber

Pola Pelaksanaan

- Mendukun | Data Eksisting | TargetCapaian | o | Volmedan | Penerima 1mf___..,_uhmﬂ_zp Pembiayman Eﬁiihﬂr—
g 5DGs Ke{ Tahun Berjalan Tahun 2024 Satuan Manfaat Keguauma
BIDANGISUB BIDANG JENIS KEGIATAN AN JUMLAH (RUPIAH)| sumBer | Desal Kerasama
Pihak Ke-3)
1 2 3 4 5 ] 7 B ] 10 11 12 13
Penyusunan Laporan Kepala Desa, 18 Data Pelaporan  |Data Pelaporan Desa 1 paket Laporan Kepala |3 bulan 3.000.000 |PAD Swakelols
LPPDesa dan Infarmasi Kepada Kepala desa yang |Kepala desa yang | Jungsemi Desa kepada
Masyarakat Akuntable Akuntable Bupati, BPD dan
Masyarakat
Pengembangan Sistem Informasi Desa 18 Kualitas Data Kualitas Data Desa Desa 1 paket | Desa Pelayanan |12 bulan 3.000.000 (DDS Swakelola
Desa untuk Bahan |untuk Bahan Jungsemi Digital
Perencanaan Perencanaan
Penyelenggaran Lomba antar 18 Kualitas Data Kualitas Data Dasa Desa 1 paket Kelancaran |1 bulan 2.000.000 |PAD Swakelola
Kewilayahan & Pengliman Kontingen Desa urtuk Bahan |untuk Bahan Jungsemi Kegiatan Lomba
dim Lomdes Perencanaan Perencanaan desa
Penyalsnggaraan Evaluasi Tingkat 18 Kualitas Data Kualitas Data Desa Desa 1 paket |Masyarakat desa|12 bulan 2400000 (DDS Swakelola
Perkembangan Desa Desa untuk Bahan |untuk Bahan Jungsemi
Perencanaan Perencanaan
Sub Bidang Pertanahan Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan 18 Kualitas Data Kualitas Data Desa Desa 1 paket Warga 5 bulan 1.500.000 |PAD Swakelola
Desa untuk Bahan |untuk Bahan Jungsemi masyarakat
Perancanaan Perencanaan
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan 18 Kualitas Data Kualitas Data Desa Desa 1 paket Pelayanan PEB |9 bulan 10.000.000 |PAD Swakelola
(PBEBE) Desa untuk Bahan |unfuk Bahan Jungsemi
Perancanaan Perencanaan
18 Kualitas Data Kualitas Data Desa Desa 1 paket Pelayanan PBB |9 bulan 9.000.000 |PBK Swakelola
Desa untuk Bahan |untuk Bahan Jungsami
Perencanaan Perencanaan
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang 13 Kualitag Data Kualitas Data Desa Desa 1 paket Penggalian |6 bulan 20.000.000 (PAD Swakelola
Pertanahan Desa untuk Bahan |untuk Bahan Jungsemi PADezsa
Perencanaan Perencanaan
JUMLAH PER BIDANG 708.442.848

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA




BIDANGIZUB BIDANGIJENIS KEGIATAN

Mendukun

Data Eksisting

Target Capaian

Volume dan

Penerima

WAKTU

Biaya dan Sumber
Pembiayaan

Pola Pelaksanaan
(Swakelola /

irc g 8DGs Ke] Tahun Berjalan Tahun 2024 LAKAN Satuan Manfaat | PELAKSANA proraprasaidiny
BIDANG/SUB BIDANG JENIS KEGIATAN AN LJumLAH (RUPIAH)| sumBer | Desal Kerjasama
Plhak Ke-3)
1 2 3 4 5 & 7 |3 9 10 11 12 13
Sub Bidang Penyelenggaran 4 Tersedianya Tersedianya Desa 1 paket Masyarakat |12 bulan 58.400.000 |(DDS Swakelola
Pendidikan PAUDITETPATKATPO/Madrasah Pendidikan Dasar |Pendidikan Dasar | Jungsemi Jungsemi
MNonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian yang berkualitas  |yang berkualitas
o)
Dukungan Penyelenggaran PAUD 4 Tersedianya Tersadianya Desa 1 paket Penyelenggara |1 bulan 2.000.000 (DDs Swakelola
(APE, Sarana PAUD dsf) Pendidikan Dasar |Pendidikan Dasar | Jungsemi Pendidikan usia
yang berkualitas  |yang berkualitas dini
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan 4 Tersedianya Tersadianya Desa 1 paket Warga 1 bulan 3.000.000 |DDS Swakelola
Bagi Masyarakat Pendidikan Dasar |Pendidikan Dasar | Jungsemi masyarakat
yang berkualitas  |vang berkualitas
Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan 4 Tersedianya Tersedianya Desa 1 paket TPQ AL HUDA |1 bulan 20,000,000 |DDS Swakelola
/Pe ngadaan Sarana/Prasarana/Alat Pendidikan Dasar |Pendidikan Dasar | Jungsemi (KAaMAR
Peraga PAUD! TR TPATKATPQ/ yang berkualitas  |yang berkualitas MANDIMCE)
4 Tersedianya Tersedianya Desa 1 paket Kanopi TK Eka |1 bulan 25.000.000 |DDS Swakelola
Pendidikan Dasar |Pendidikan Dasar | Jungsemi Bhakti
yang berkualitas  |yang berkualitas
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa 4 Penyediaan Penyediaan Desa 1 paket Perpusdes |12 bulan 17.000.000 |DDS Swakelola
{Pengadaan Buku, Honor, Taman Taman Baca dan |Taman Bacadan | Jungsemi
Baca) Sarana Baca yang | Sarana Baca yang
berkualits berkualits
Cukungan Pendidikan bagi Siswa 4 Penyediaan Penyediaan Desa 1 paket Warga 12 bulan 7.200.000 |DDS Swakelola
Miskin/Berprestasi Taman Baca dan |Taman Baca dan Jungsemi masyarakat
Sarana Baca yang |Sarana Baca yang
berkualits berkualits
Dukungan Sarana Prasana Pendidikan 4 Penyediaan Penyediaan Desa 1 paket TPQ/Madin |1 bulan 5.000.000 |DDS Swakelola
PAUDITK/TPATKATPQ/Madrasah Sarpras TK Taman Baca dan | Jungsemi (Anak-anak desa
Non-Formal Milik Desa (kanopi) Sarana Baca yang Jungsemi)
berkualits
Sub Bidang Penyelenggaraan Pos Kesehatan a Menuju Desa Terpenuhinya Desa 1 paket Warga 12 bulan 3,000,000 |DDS Swakelala
Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Sehat Sarmpras Kesehatan| Jungsemi Masyarakat
Insentif, KB, dsb)
Penyelenggaraan Posyandu 3 Menuju Desa Tercapainya Desa 1 paket Posyandu Balita |PMT 215 20,960,000 (DDS Swakelola
Sehat Kesehatan Balita Jungsemi balita x
12.000x 12
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BIDANG/SUB BIDANGENIS KEGIATAN — m_-““h”w”.-_.ﬂiﬂ Eﬂmﬂﬂﬂuwg
KD Mendukun | Data Eksisting Target Capaian LOKASI Yolume dan Penarima PELAKSANA Kthamminin Ao
g 5DGs Ke{ Tahun Berjalan Tahun 2024 Satuan Manfaat AN Desal Kerjasama
BIDANG/SUB BIDANG JENIS KEGIATAN JUMLAH (RUPIAH)| SUMBER
Pihak Ke-3)
1 2 3 4 5 [ T 8 ] 10 11 12 13
g Tersedianya Peningkatan 1 paket Betonisas| 15.000.000 |DDS Swakelola
Sarpras Sarpras Jalan Jalan RT
Transportas| 02/03
Samping P.
Mashur
] Tersedianya Peningkatan 1 paket Betonisasi 70.000.000 |DDS Swakelola
Sarpras Sarpras Jalan Jalan RT
Transportasi 01/02 ke
arah Resulo
9 Tersedianya Peningkatan 1 paket Betonisasi 30000000 (DDS Swakelola
Sarpras Sarpras Jalan Jalan Gg. H.
Transportasi Mukhadirin
RT 03/04
Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan ] Tersedianya Peningkatan Desa 1 paket Warga JUT Blok 50.000.000 |DDS Swakelola
/Pe ngerasan Jalan Ulsaha Tani **) Sarpras Sarpras Jalan Jungsemi Masyarakat |Pelabuhan-
Transportasi Peatani Kedung larik
Tengah
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan ] Tersedianya Peningkatan Desa 2 unit Akses Ketokan 130.000.000 (DDS Swakelola
/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) Sarpras Sarpras Jalan Jungsemi penghubung dan |bawah dan
Transportasi transportasl  |Kedung
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 9 Tersedianya Peningkatan Desa 1 paket Warga Gorong- 20.000.000 |DDS Swakelola
Prasarana Jalan Desa (Gorong, Sarpras Sarpras Jalan Jungsemi masyarakat |gorong
salokan dif) Transportasi Saluran
Pembuangan
warga RT 04,
035, dan 06
RW 01 dan
Wilayah RW
02
g Tersedianya Peningkatan Desa 1 paket Warge Saluran 30.000.000 |DDS Swakelola
Sarpras Sarpras Jalan Jungsemi masyarakat |Pembuangan
Transportasi Wilayah RT
02/03




BIDANGISUB BIDANGIJENIS KEGIATAN o Eqwu Q.M.z Sumber Enw””hﬂrawnn
- Mendukun | ~Data Eksisting | TargetCapalan | o o | Volume dan Penerima | o Ul A A xn_n %Ea.un s
g 80Gs Ke{ Tahun Berjalan Tahun 2024 Satuan Manfaat 1K
BIDANG/SUB BIDANG JENIS KEGIATAN AN | JUMLAH (RUPIAH)| SUMBER | Desa/ Kerjasama
Pihak Ke-3)
i 2 3 4 ] 6 7 & ] 10 1 12 13
Pambangunan/RehabiltasiPemelihara 3,8 |Sarpras Oleharaga|Peningkatan Desa 1 paket Warga 5 bulan 20.000.000 |DDS Swakelola
an/Peningkatan Sarana Prasarana QOlah untuk Memelihara |Sarpras Olalvaga | Jungsemi masyarakat
Raga/ Gedung Serba Guna Kesehatan
Sub Bidang Kawasan Dukungan Pelaksanaan Program b Peningkatan Tersedianya Desa 5 unit Warga 4 bulan 50.000.000 |DDS Swakelola
Pemukiman Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Kesejahteraan Bangunan Rumah | Jungsemi miskinfkurang :
Layak Huni GAKIN Warga yang layak mampu
Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan B Saluran Ar bersih | Tersedianya Air Desa 1 paket Pamsimas  |Fitterisasi Alr 10,000,000 (DDS Swakelola
Sumber Air Bersih Millk Desa **) yang memadahi  |bersih Jungsemi
Pembangunan/RehabillitasiPeningkatan 18 Sarpras Sampah | Sarpras sampah Desa 1 paket Warga OCperasional 12,000,000 [DD3 Swakelola
Fasilitas Pengelolaan Sampah **) yg terkalola memadahi Jungsemi masyarakat |Petugas dan
dengan baik Armada
18 Sarpras Sampah | Sarpras sampah Desa 1 paket Warga Pengadaan 100.000.000 |DDS Swakelola
v terkelola memadahi Jungsemi masyarakat  |Mesin
dengan baik Pengolahan
Sampah
Pemeliharaan Jaringan Listrik/ 7 FJU yg berkualitas | Penerangan warga Dasa 1 paket Warga 12 bulan 10.000.000 |PAD Swakelola
Penerangan Desa untuk kenyamanan | Jungsemi masyarakat
Sub Bidang Kehutanan dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup Milik 18 Lingkungan yang |Lingkungan sehat Desa 1 paket VWarga 12 bulan 12.000.000 |DDS Swakelola
Lingkungan Hidup Desa fyaman Jungsemi Masyarakat
Sub Bidang Perhubungan, Penyalenggaraan Informasi Publik 17 Transparansi Mendukung Desa 1 paket Warga desa |2 bulan 3,000,000 |PAD Swakelola
Komunikasi dan Informatika Desa (Poster, Baliho Dil) Informasi Kemajuan IT Jungsemi
Pengadaan/pembangunan/pengemban g Transparansi Mendukung Desza 1 paket Warga 12 bulan 2.000.000 |PAD Swakelola
gan! pemeliharaan jaringan intemeat Informasi Kemajuan IT Jungsemi masyarakat
urituk warga Desa/website Desa/pera
JUMLAH PER BIDANG 1.003.280.000 Swakelola
03 |BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Swakelola
Sub Bidang Ketenteraman, Pengadaan/Penyelenggaran Pos ) Peningkatan Peningkatan Desa 1 paket Warga 2 bulan 4,000.000 |DDS Swakelola
Ketertiban Umum dan Keamanan Desa Kemanan Kemanan Jungsemi masyarakat
Perlindungan Masyarakat lingkungan linghkungan
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap 11 Desa 1 paket Warga Pelatihan/ 30.000,000 |DDS Swakelola
Bencana Skala Lokal Desa Jungsemi masyarakat Seragam
dll




BIDANG/SUB BIDANGIJENIS KEGIATAN e anu el i iy
KD Mendukun | Data Eksisting Target Capaian LOKAS Volume dan Penerima PELAKSANA - i
Kerjasama Antar
g 80Gs Ke{ Tahun Berjalan Tahun 2024 Satuan Manfaat AN Desal K
BIDANG/SUB BIDANG JENIS KEGIATAN JUMLAH {RUPIAH)| SUMBER ey
Pihak Ke-3)
1 2 3 4 5 ] T 8 8 10 1" 12 13
Fasilitasi kegiatan Palang Merah 11 Desa 1 paket Pl 1 bulan 2.000.000 |(PEH Swakelola
Indonesia (PMI) Jungsemi
Sub Bidang Kebudayaan dan  |Sedekah Bumi 18 Pelestarian Menjaga Kearifan Desa 1 paket Warga 80.000.000 |PAD, Swakelola
Keagamaan Budaya Lokal Jungsemi masyarakat SWD
Khoul Masyayeh 18 Pelestarian Menjaga Kearifan Desa 1 paket Warga Khaoul TPQ 5.000,000 |PAD Swakelola
Budaya Lokal Jungsemi masyarakat
18 Pelestarian Menjaga Kearifan Desa 1 paket Warga Khoul 1 20.000.000 (PAD Swakelola
Budaya Lokal Jungsemi masyarakat Mukharom
HUT RI 18 Jiwa Cinta tanah | Jhwa Cinta tanah Desa 1 paket Warga Peringatan 17.000.000 |PBH Swakelola
air butuh air butuh Jungsemi masyarakat HUT RI
peningkatan peningkatan
Kegiatan Festival Keagamaan 17 Peningkatan Peningkatan Deza 1 paket Warga Takhir 15.000.000 [PAD Swakelola
Ketakwaan Ketakwaan kepada| Jungsemi masyarakat Mursal ldul
kepada Tuhan Tuhan Fitri
17 Peningkatan Peningkatan Desa 1 paket Warga Kegiatan 15.000.000 |PAD Swakelola
Ketakwaan Ketakwaan kepada| Jungsemi masyarakat Crmas
kepada Tuhan Tuhan
Sub Bidang Kepemudaan dan  |Pembinaan Karang taruna 17 Pemupukan Jiwa |Kegiatan Desa 1 paket Warga Karang 35.000.000 (DDS Swakelola
Clharaga. Aspirasi Karang Kepemudaan Kepemudaan yang | Jungsemi masyarakat Taruna
Tarna Pengadaan Gerabah berkualitas
Sub Bidang Kelembagaan Pembentukan Lembaga 17 Lembaga Desa Lembaga Desa Dessa 1 paket Warga LKD 3.000.000 |PAD Swakelola
Masyarakat Kemasyarakatan Desa yang berkualitas  |yang berkualitas Jungsemi masyarakat
Pembinaan LPMD 18 Operasional LPMD Desa 1 paket LPMD 12 bulan 6.000.000 |PAD Swakelola
Kegiatan LPMD Jungsemi
JUMLAH PER BIDANG 232.000.000
04 |BIDANG PEMBERDAYAAMN MASYARAKAT
Sub Bidang Pertanian dan Peningkatan Produksi Tanaman 2 Peningkatan Peningkatan Diasa 1 paket Warga petani 3 bulan 70.000.000 |DDS Swakelola
Peternakan Pangan (Pengadaan Benihvalat Ketahanan Ketahanan Pangan| Jungsemi
produkesifpengelolaanipenggilingan) Pangan




BIDANGISUE BIDANGIJENIS KEGIATAN

Blaya dan Sumber

Pola Pelaksanaan

Mendukun | Data Eksisting Target Capaian LOKASI Volume dan Penerima 1m..____.________b._nnh.}_..z A Pembiaysan x-_ﬂ__“ﬂn”;r.
05DGs Ke{ Tahun Berjalan Tahun 2024 Satuan Manfaat
BIDANG/SUB BIDANG JENIS KEGIATAN AN JUMLAH (RUPIAH)| SumBeR | Desal Kerjasama
Plhak Ke-3)
2 3 4 5 8 7 8 ] 10 1 12 13
Pemeliharaan Saluran Irigasi 2 Peningkatan Peningkatan Desa 1 paket Warga Petani 2 bulan 50.000.000 |DDS Swakelola
Tersier/Sederhana Ketahanan Ketahanan Pangan| Jungsemi dan masyarakat
Pangan lainnya
Pembangunan Saluran Irigasi 2 Peningkatan Peningkatan Desa 1 paket Warga petani 1 bulan 15.000.000 |DDS Swakelola
Tersier/Sederhana Ketahanan Ketahanan Pangan| Jungsemi dan masyarakat
Pangan
Sub Bidang Peningkatan Feningkatan Kapasitas Kepala Desa 18 Peningkatan Peningkatan Desa 1 paket Kepala Desa 1 bulan 10.000.000 |DDS Swakelola
Kapasitas Aparatur Desa Kapasitas SOM  |Kapasitas SOM Jungsemi
Lembaga Lembaga
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 18 Peningkatan Peningkatan Desa 1 paket Perades 1 bulan 25.000.000 |DDS Swakelola
Kapasitas SDM  |Kapasitas SDM Jungsemi
Lembaga Lembaga
Peningkatan Kapasitas BFD 18 Peningkatan Peningkatan Desa 1 paket BPD Desa 1 bulan 5.000.000 |DDS Swakelola
Kapasitas SDOM Kapasitas SDM Jungsemi Jungsemi
Lembaga Lembaga
Sub Bidang Pemberdayaan Pelatihan dan Penyuluhan 5,18 |Pemberdayaan Pemberdayaan Desa 1 paket TP PKEK Desa 12 bulan 25.000.000 (DDS Swakelola
Perempuan, Perfindungan Anak | Pemberdayaan Perempuan Perempuan Perempuan Jungsemi
dan Keluarga
Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan 1,5 |Pemberdayaan [Pemberdayaan Desa 1 pakst Warga desa 1 bulan 3.000.000 (DDS Swakelola
Anak Perempuan Perempuan Jungsemi Jungsemi
Fasiitasi terhadap kelompok-kelompok 1,5 Pemberdayaan Pemberdayaan Desa 1 paket Warga 12 bulan 6,600,000 |DDS Swakelola
rentan, kelompok masyarakat miskin, Perempuan Perempuan Jungsemi Masyarakat tidak
perempuan, anak dan difabel mampu
Sub Bidang Koperasi, Usaha  |Pengembangan/ Promosi Produk 1,2 |Peningkatan Peningkatan Desa 1 paket Warga 1 bulan 5.000.000 |DDS Swakealola
Micro Kecil dan Menengah Unggulan Desa Perekonomian Perekonomian Jungsemi masyarakat
(LIRARCNT) Masyarakat Masyarakat
Sub Bidang Dukungan Pelaksanaan Audit Keuangan BUM B,18 |Peningkatan Peningkatan Desa 1 paket BUMDesa dan 1 bulan 5,000,000 |PAD Swakelola
Penanaman Modal Desa, Evaluas| Perkembangan BUM Perekonomian Perekonomian Jungsemi Masyarakat
Desa Masyarakat Masyarakat
Penyertaan Modal BUMDEsa 8,18 |Peningkatan Peningkatan Desa 1 paket BUMDesa dan 1 bulan 50.000.000 |DDS Swakelola
Perakoncmian Perekonomian Jungsemi Masyarakat
Masyarakat Masyarakat




BIDANG/SUB BIDANGIJENIS KEGIATAN i m_gwu anﬂu...!ucﬂ to__”-m_”“_””u-r_—w-:
KD Mendukun | Data Eksisting Target Capalan LOKASI Volume dan Penerima PELAKSANA s o e mia Antar
g SDGs Ke| Tahun Berjalan Tahun 2024 Satuan Manfaat BN
BIDANGISUB BIDANG JENIS KEGIATAN AN JUMLAH (RUPIAH)| sSumBer | Desal Kerjasama
Pihak Ke-3)
1 2 3 4 ] L] T B 8 10 1 12 13
Sub Bidang Perdagangan dan |PemeBharaan Pasar Desa/Kios Milik 8,18  |Peningkatan Peningkatan Desa 1 pakat Warga 12 bulan 20.000.000 [PAD Swakelola
Perindustrian Desa Perekonomian Perekonomian Jungsemi Masyarakat
Masyarakat Masyarakat
Pengembangan Industri Kecll Tingkat 8,18 |Peningkatan Peningkatan Desa 1 paket Warga 2 bulan 10.000.000 |DDS Swakelola
Desa Perekonomian Perekonomian Jungsemi Masyarakat,
Masyarakat Magyarakat Peningkatan
Pelatihan usaha ekonomi dan g 18 |Peningkatan Peningkatan Dasa 1 paket VWarga desa 1 bulan 10.000.000 |DDS Swakelola
Perdagangan Perekonomian Perekonomian Jungsemi
Masyarakat Masyarakat
JUMLAH PER BIDANG 309,600,000
05 |BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN
MENDESAK
Sub Bidang Penanggulangan  |Kegiatan Penanggulanan Bencana 13 Kewaspadaan Kewaspadaan Desa 1 paket Warga 1 bulan 2.000.000 (PAD Swakelola
Bencana terhadap Bencana |terhadap Bencana | Jungsemi masyarakat
Sub Bidang Keadaan Darurat  |Penanganan Keadaan Darurat 13 Penanggulangan | Penanggulangan Desa 1 paket Warga 3 bulan 2,000,000 |PBK Swakelola
Keadaan Darurat |Keadaan Darurat Jungsemi masyarakat
Sub Bidang Keadaan Mendesak|Penanganan Keadaan Mendesak 1,2  |Penanggulangan |Penanggulangan Desa 15 KPM KPM BLT-DD 12 bulan £4.000.000(00DS Swakelola
Kemiskinan Kemiskinan Jungsemi
Ekstrim Elkstrim
JUMLAH PER BIDANG 58.000.000
JUMLAH TOTAL 2.311.322.848

Jungsemi, 27 September 2024
Disusun oleh Ketua TIM Penyusun
RKPDesa 2025

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd




DATA DAN INFORMASI

TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2025

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI ; JAWA TENGAH
JUMLAH DANA INDIKATIF
SUMBER
BIDANGISUB BIDANG/ENIS KEGIATAMN e KEUANGAN
KD LAINNYA YANG JUMLAH
BAGI HASIL PAJAK
PADESA DANADESA | ALOKASIDANA | "0\ RETRIBUSI SAH TIDAK
e DAERAH AT
BIDANG NAMA PROGRAMIKEGIATAN APBD KABUPATEN| APBD PROVINSI
i 2 3 4 5 6 T B 9 10 11
01 |BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang Peryelenggaran  |Penyediaan Penghasilan Tetap dan 28.898.352 2B.858.352
Belanja Siltap, Tunjangan dan | Tunjangan Kepala Desa
Operasional Pemerintahan
Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan 242062320 242 062 320
Tunjangan Perangkat Desa
Penyediaan Jaminan Sosial bagi 3.700.000 21.000.000 24.700.000
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Penyediaan Operasional Pemarintah 32.300.000 65.000.000 37.680.000 450.000 135.430.000]
Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPED
dily
Penyediaan Tunjangan BPD 37.635.816 37635 816
Penyediaan Operasional BPD (rapat, 19.000.000 19.000.000
ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam,
Listrik dily
Penyediaan Insentif/Operasional 33.000.000 33,000,000

RT/RW




JUMLAH DANA INDIKATIF

BIDANGISUE BIDANGAENIS KEGIATAN SUMBER
KELANGAN
ALOKAS! DAna | BAGI HASIL PAJAK BANTUAN KEUANGAN LAINNYA YANG |  JUMLAN
PADESA DAMA DESA Ry DAN RETRIBUSI SAH TIDAK
DAERAH MENGIKAT
BIDANG NAMA PROGRAMKEGIATAN APBD KABUPATEN| APBD PROVINSI
2 3 4 5 6 T 8 8 10 1
Operasional Pemerintah Desa yang 34.716.3680 34.716.360

bersumber dari Dana Desa

Penyediaan Tunjangan Hari Raya 500.000 500.000]
Kepala Desa

Penyediaan Tunjangan Hari Raya 2.500.000 2.500.000{
Perangkat Desa

Penyediaan Tunjangan Harl Raya 18.000.000 18.000,.000|
Lembaga Desa

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sitap 7.200.000 7.200.000

dan Operasional Pemerintahan Desa

Sub Bidang Penyediaan Sarana | Penyediaan Sarane (Aset Tetap) 28.000.000 26.000.000
Prasarana Pemerintahan Desa |Perkantoran/Pemerintahan

Pemeliharaan Gedung/Prasarana 3.500.000 3.500.000
Kantor Desa
Sub Bidang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Umum dan 2.400.000 2.400.000

Administrasi Kependudukan, Kependudukan
Pencatatan Sipil, Statistik dan

Kearsipan

Penyusunan, Pendataan, dan .000.000 6.000.000|
Pemutakhiran Profil Desa

Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan 2.000.000 2.000.000|
Pemerintahan Desa




JUMLAH DANA INDIKATIF
SUMBER
BIDANG/SUB BIDANGIJENIS KEGIATAM i g KEUANGAMN
BAGI HASIL PAJAK BANT IGAN LAINNYA YANG JUMLAH
PADESA DANADEsA | ALOMSIDANA | Tpay ReTRIBUSI SAH TIDAK
DAERAH MENGIKAT
BIDANG NAMA PROGRAMKEGIATAN APBD KABUPATEN| APBD PROVINSI
2 1 4 5 -] T B ] 10 i
Penyuluhan dan Penyadaran 2,000,000 2.000.000
Masyarakat tentang Kependudukan dan
Capil
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan 2.400.000 2.400.000
Desa secara Partisipadif
Sub Bidang Penyelenggaraan | Penyelenggaraan Musyawarah 6.000.000 6.000.000
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Desa/Pembahasan
Perencanaan, Keuangan dan  |APBDes (Reguler)
Pelaporan
Penyelenggaraan Musyawarah Desa 4 500.000 4.500.000
Lainnya (Musdus, rembug desa Non
Reguler)
Penyusunan Dokumen Perencanaan 3.000.000 3.000.000|
Desa (RPJMDesaRKPDesa dify
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa 6.000.000 6.000, 000
(APBDes, AFBDes Perubahan, LPJ dil)
Pengelolaan Administrasi/ 3,000.000 3.000.000
InventarisasiPenilaian Azat Desa
Penyusunan Kebijakan Desa 3,000,000 3.000.000|
(Perdes/Perkades selain
Perencanaan/Keuangan)
Penyusunan Laporan Kepala Desa, 2.500.000 2.500.000
LPPDesa dan Informasl Kepada
Masyarakat




JUMLAH DAMA INDIKATIF

SUMBER
BIDANG/SUB BIDANGIJENIS KEGIATAN — KEUANGAN
e BAGI HASIL PAJAK KELANGAN LAINNYA YANG JUMLAH
PADESA DANA DESA | ALOWASIDANA |- 0N RETRIBUSI SAH TIDAK
DESA DAERAH MENGIKAT
BIDANG MAMA PROGRAMIKEGIATAN APBD KABUPATEN| APBD PROVINSI
1 2 3 4 5 [ 7 8 8 10 1"
Pengembangan Sistem Informasi Desa 3,000.000 3,000,000
Penyelenggaran Lomba antar 2.000.000 2,000,000
Kewilayahan & Pengiriman Kontingen
dim Lomdes
Penvelenggaraan Evaluasi Tingkat 2.400.000 2.400.000
Perkembangan Desa
Sub Bidang Partanahan Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan 1,500,000 1.500.000
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan 10,000,000 9.000.000 18.000.000
(PBB)
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang 20.000.000 20.000.000
Pertanahan
JUMLAH PER BIDANG 158.000.000| 80.516.360 410.296 488 &7.580.000 9.000.000 450.000 705,242,848
02 |BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaran 68.400.000 68.400.000
PAUDITKTRPATHKATPQMadrasah
MonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian
dily
Dukungan Penyelenggaran PAUD 2.000.000 2.000.000
{APE, Sarana PAUD dst)
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan 3.000.000 3.000.000(
Bagi Masyarakat




JUMLAH DANA INDIKATIF

SUMBER
BIDANGISUB BIDANGIIENIS KEGIATAM e KEUANGAN
@ BAGI HASIL PAJAK LAINNYA YANG JUMLAH
PADESA pAnADESA | ALOWASIDANA | %n,\ ReTriBUSI SAH TIDAK
DESA DAERAH MENGIKAT
BIDANG NAMA PROGRAM/KEGIATAN APBD KABUPATEN| APBD PROVINSI
1 2 3 4 5 & T B ] 10 11
Pembangunan/Rehabilitasi’Peningkatan 20.000.000 20.000.000|
/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat
Peraga PAUD! TRITPATKATPGS
25.000.000 25.000.000]
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa 17.600.000 d.__.,@sbnj
{Pengadaan Buku, Honer, Taman
Baca)
Dukungan Pendidikan bagl Siswa 7.200.000 7.200.000}
Miskin/Berprestasi
Dukungan Sarana Prasana Pendidikan 10.000.000 10.000.000|
PAUD T/ TPAITKATPQ/Madrasah
Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b
Sub Bldang Kesshatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan 3.000.000 3.000.000]
Desa/Polindes Milik Desa (obat,
Insentif, KB, dsb)
Penyelenggaraan Posyandu 27.600.000 27 .600.000|
14.400.000 14.400.000|




BIDANGISUB BIDANGIJENIS KEGIATAN

JUMLAH DANA INDIKATIF

SUMBER

KEUANGAN
. BAGI HASIL PAJAK BANTUAN KEUANGAN LAINNYA YANG |  JusLAH
PADESA DANA DESA Fo.w__mmm..__”izp DAN RETRIBUSI wﬂ_._ Mux.u.u
BIDANG MAMA PROGRAM/KEGIATAN DAERAH APED KABUPATEN| APBD PROVINSI N
1 2 3 4 s ) 7 8 ) 10 11

7.500.000 1.500.000|
£.000.000 6.000.000|
3.6800.000 3.600.000]
6.000.000 6.000.000}
3.600.000 3,600,000}
4.800.000 4. 500.000
2.160.000 2.160.000)
2.700.000 2 700,000
2,160,000 2 160.000|
4.000.000 4 000.0004
2.400.000 2.400.0008




JUMLAH DANA INDIKATIF

SUMBER
BIDANGRSUR BIDANGIJENIS KEGIATAN " KEUANGAN
KD BANTUAN KEUANGAN LAINNYA YANG JUMLAK
ALOKASIDANA | BAGH HASIL PAJAK SAH TIDAK
PADESA DAMNA DESA DAN RETRIBUS!
DESA DAERAH MENGIKAT
BIDANG NAMA PROGRAM/KEGIATAN APBD KABUPATEN| APBD PROVINSI
1 3 4 5 L] T B 9 10 1
2.000.000 2.000.000)
Pemeliharaan Sarana Prasarana 5.000.000 5,000,000 10.000,000
PosyanduPolindes/PED
Penyelenggaraan Posbindu 15.000.000 15.000.000
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi 12.000.000 12.000.000
Mesyarakat Miskin
Sub Bidang Pekerjaan Umum ||Pemeliharaan Jalan Desa £.000.000 6.000.000]
dan Penataan Ruang
|Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 5.000.000 5§.000.000(
Pemeliharaan Pemakaman /Sius 5.000.000 5.000.000]
Bersejarah/Petilasan Milik Desa
Pembangunan/Rehabiitas/Peningkatan/ 50.000.000 50.000.000|
Pengerasan Jalan Desa **)
Jatan Desa RT/R\VW 02103 15.000.000 15.000.000|
Jalan Desa RT/RW 01/02 70.000.000 T0.000.000)

il

i
|

al

[



JUMLAH DANA INDIKATIF

SUMBER
BIDANGISUB BIDANGIJENIS KEGIATAN e KEUANGAN
BAGI HASIL PAJAK LAINNYAYANG |  JUMLAH
PADESA DANA DESA Pnﬂﬂf?ﬁ DAN RETRIBUSI ﬂﬂmﬁ
BIDANG NAMA PROGRAM/KEGIATAN DAERAH APBD KABUPATEN| APBD PROVINSI
2 3 4 5 ] T B ] 10 11
20.000.000 20,000,000
HUT RI 15.000.000 15.000.000
Kegiatan Festival Keagamaan 10.000.000 10.000.000
10,000,000 10,000,000
Sub Bidang Kepemudaan dan  |Pembinaan Karang taruna 35.000.000 35.000.000
Olharaga
Sub Bidang Kelembagaan Pembentukan Lembaga 3.000.000 u.nuu.bﬂ.ﬁ
Masyarakat Kemasyarakatan Desa
Fasilitasi Kegiatan KPMD 5.000.000 5.000.000
JUMLAH PER BIDANG 143.000.000 €8.000.000| L] 2,000,000 ]| 5.000.000 1] 216.000.000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang Pertanian dan Peningkatan Produksi Tanaman 20.000.000 20.000.000
Petemakan Pangan (alat
produksi/pengelolaan'pengglingan)
Pemeliharaan Saluran Irigasi 50.000.000 50,000,000
Tersier/Sederhana
Pembangunan Saluran Irigasi 0
Tersier/Sederhana




BIDANG/SUB BIDANGIJEMIS KEGIATAN

JUMLAH DANA INDIKATIF

SUMBER

AN KEUANGAN
BAGI HASIL PAJAK BANTUAN LAIMNYA YANG JUBMLAH
PADESA DANADESA | ALOKASIDANA |0, RETRIBUSI SAH TIDAK
DESA DAERAH MEMNGIKAT
BIDANG HNAMA PROGRANM/KEGIATAN APBD KABUPATEN| APBD PROVINSI
2 3 4 ] ] T 8 ] 10 11
Pelatihen kelompok tani 10.000.000 10,000,000
Sub Bidang Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 10.000.000 10.000.000]
Kapasitas Aparatur Desa
Peningkatan Kapatias Perangkat Desa 25.000.000 25.000.000)
Peningkatan Kapasitas BPD £,00:0.000 5.000.000|
Sub Bidang Pemberdayaan Pelatihan dan Penyuluhan 25.000.000 25.000.000]
Perempuan, Perlindungan Anak | Pemberdaysan Perempuan
dan Keluarga
|Petatinan dan Penyuluhan Perindungan 3.000.000 3.000.000]
Anak
Faslitasi terhadap kelompok-kelompok 6.600.000 6.600.000(
rentan, kelompok masyarakat miskin,
perempuan, anak dan difabel
Sub Bidang Koperasi, Usaha _mzu:uﬂ-&!ﬂna Promosi Produk 5.000.000 5.000.000y
Micro Kecil dan Menengah Ungguian Desa
(UMER)
Sub Bidang Dukungan {Pefaksanaan Audit Keuangan BUM £.000,000 5.000.000{
Penanaman Modal Desa, Evahsasi Perkembangan BUM
Desa
Penyertaan Modal BUMDEsa 50.000.000 50.000.000(
Sub Bidang Perdagangan dan  |Pemelharaan Pasar DesalKios Milik 20.000.000 3,000.000 25.000.000)
Perindustrian Dess




JUMLAH DAMA INDIKATIF
SUMBER
BIDANGISUB BIDANGIJENIS KEGIATAN P KEUANGAN
KD BAGI HASIL PAJAK BANT LAINNYA YANG JUMLAH
PADESA DANADESA | ALORASIDANA | p .\ RETRIBUSI SAH TIDAK
DESA DAERAH MENGIKAT
BIDANG HNAMA PROGRAM/KEGIATAN APBD KABUPATEMN| APBD PROVINSI
] 2 3 4 5 ] T 8 -] 10 11
Pengembangan Industrl Kecil Tingkat o)
Desa
Pelatihan usaha ekanomi dan 5,000,000 5.000.000
Perdagangan
JUMLAH PER BIDANG 25.000.000 219.5600.000 o 1] ] ] 0 244.600.000|
05 |BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN
MENDESAK
Sub Bidang Penanggulangan | Kegiatan Penanggulanan Bencana 2.000.000 2,000.000}
Bencana
Sub Bidang Keadaan Darurat  |Penanganan Keadaan Darurat 2.000.000 2,000.000]
Sub Bidang Keadaan Mendesakj Fenanganan Keadaan Mendesak 54.000.000 54.000.000]
JUMLAH PER BIDANG 2.000.000| 54.000.000 0 (1] 2,000.000| 1] 1] 58.000.000
..\L_.!..!.._ TOTAL 335.000.000 ._h._..a.um_m.un& 410.296.488 74.580.000 11.000.000 5.000.000 ann_.ncn_ 2084.562.848

Jungsemi, 27 September 2024
Disusun oleh Ketua TIM Penyusun

mx_uw 2025

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, 5.Pd



DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK

PROVINSI : JAWA TENGAH
_ ﬁ._mﬂ.m Sasaran / ; : Prakiraan Biaya
No Bidang Jenis Kegiatan ?WMMMHW m_,_mww_””” & Lokasi Volume _”w_:m_.mn_m EWMH“”““M”E Jumlah mmm_“_ﬁ.._mﬂn
5 anfaat (Rp)
Berjalan
a b C d e f 4 h i i k I
1. | Pembangunan Gedu 18 13 Oran Balai Desa | 13 Ora 3.000 Tahun 2026 500.000.000,- APBD
ﬁm_.___qm_.m:mmm_.mm; mm_muinw__ mm_&nﬁmnm ?Eﬂmrmmﬁ * Orang
1. Pemerintahan Desa _
vamm ——— e e — e ——— —— e e e e
2.
1. | Pembangunan Saluran 9 200 orang | RW 01 dan | 20orang | 500 Orang Tahun 2025 400.000.000,- APBD
| DrainaseJalandPU | | | RWo4 | | I I
2. | Talud Jalan Usaha Tani 9 40 Orang Blok 23 Orang | 300 Orang Tahun 2026 300.000.000,- APBD
Lurung,
, |Pembangunan | | | | tembon | | | ! ) I
" | Desa 3. | Jaringan Irigasi Tingkat 8 35 Orang Blok 250rang | 270 Orang Tahun 2026 300.000.000,- APBD
Usaha Tani Lembon,
| Ketokan | R | B o
4. | Gedung Olah 3 43 Orang Rw 01 33 Orang 2.000 Tahun 2026 500.000.000,- APBN
raga,/Serbagunan Orang
3 Pembinaan 1. |-
: Kemasvarakatan
4 Pemberdayaan 1. |-
" | Masyarakat I | S B | S| S o
Jungsemi, 27 September 2024
Ketua ﬁﬂ.ﬁ Penyusun RKFP Desa

g

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, 5.Pd
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Menimbang

Mengingat

KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 148/ 47 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG

KEPALA DESA JUNGSEMI,

bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa
Tahun 2025 dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun
2025 di Desa Jungsemi, perlu menetapkan Panitia
Musrenbang Desa RKP Desa dengan Keputusan Kepala
Desa.

: 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Demak dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



10.

11.

12.

13.

Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran [Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114};

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia



Menetapkan
KESATU

KEDUA

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 961};

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73 )
Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2019 Nomor 36);

Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun
2019 Nomor 3);

Peraturan desa Jungsemi Nomor 6 tahun 2022
tentang Anggaran Pemndapatan dan Belanja Desa
Tahun 2023;

Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Jungsemi Tahun 2023 - 2028 (Lembaran
Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2)

Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023
tentang APBDesa Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Membentuk panitia musrenbang Desa dalam rangka
penyvusunan RKP Desa tahun 2025, sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan.

Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

pada diktum KESATU untuk:

1.

vt il

i

menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara
musrenbang Desa;

menyiapkan akomodasi rapat;

menyiapkan daftar hadir;

menyiapkan draft tata tertib musrenbang Desa
penyusunan RKP Desa;

menyiapkan rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-
RKP Desa Tahun 2026,

Membagikan Rancangan RKP Desa tahun 2025 kepada
peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan
pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum
KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggung jawab kepada
Kepala Desa.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2024,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Jungsemi
—Tangee : 22 September 2024




LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 148/47 Tahun 2024
Tanggal : 22 September 2024
Tentang  : Pembentukan Panitia Musrenbang
Desa Penyusunan RKP Desa
Tahun 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG

KABUPATEN DEMAK
NAMA JABATAN UNSUR
1. | KUSGIYANTO, SE Penanggungjawab Kepala Desa
2. | DWI ARI FAJAR K., S.Pd Ketua Perangkat Desa
3. | ALI MUHSON Sekretaris Perangkat Desa
4. | ALIS RAHMAWATI, S.Pd Anggota KPMD
5. | H. MUZER, S.Pd Anggota LPMD
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— DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

# Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
' Bidang Pembangunan Desa
* Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

¢ Bidang Pemberdayaan Masyarakat

, Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

T

RKP DESA MUSYAWARAH

PERENCANAAN




Patidangan Resmi Badan Permusvasaratan [osa
Desa Tungseni Koy Wedung Kaby, Denak

 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa
mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan
Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus
dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di
desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai
program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa
diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh
Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: (1).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu
6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM
Desa untuk jangka wakiu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi
pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP
Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa perencanaan Desa dalam tahapan
penyusunan RKP Desa tahun 2024, sebagaimana fungsinya dalam menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun “Pandangan Resmi
BPD” sebagai bahan pesriapan dalam pelaksanaan musyawarah Desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan “Dalamt persiapan
Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi
terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi
masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah”. Dokumen pandangan



1.2,

1.3.

resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa

kedepan.
DASAR HUKUM
Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi

BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka

penyusunan RKP Desa tahun 2024, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
89);

4, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1633);

6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa
Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2)

Ul

MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Dokumen Pandangan Resmi BPD dimaksudkan sebagai upaya

BPD Desa Jungsemi dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program

pembangunan di Desa Jungsemi, dalam upaya mewujudkan perencanaan

pembangunan tahunan dalam dokumen RKP Desa tahun 2024 sesuai dengan
dokumen RPJM Desa tahun 2023 - 2028 yang menjadi acuan mutlak perencanaan

Desa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan
pada Musdes Perencanaan Desa, adalah:

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa
Jungsemi, dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2024;

2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun
2024;

3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui
perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun
2023 - 2028.

4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Jungsemi dalam pelaksanaan
Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Jungsemi; dan

5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Jungsemi
yang lebih baik.
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KONDISI UMUM &JPERHMN-AHAN '

2.1.

KONDISI UMUM

Desa Jungsemi merupakan salah satu dari Desa yang terletak di
Kecamatan Wedung dengan luas wilayah. 2,80335 km2, secara geografis Desa
Jungsemi berada di dataran rendah sehingga sebagaian besar merupakan
wilayahnya berupa lahan pertanian seluas 0,56 km? Sedangkan sisanya
diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, perkantoran dan tanah lainnya.

Desa Jungsemi terletak pada ketinggian + 4 meter dari permukaan laut.
Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 1.465 jiwa, perempuan 1.399 jiwa, jumlah
seluruhnya 2.864 jiwa, atau 919 KK dengan kepadatan penduduk 1.021 /km?,
Batas batas wilayah Desa Jungsemi :

Sebelah Utara : Desa Ujungpandan Kec. Welahan Kab. Jepara;
Sebelah Timur  : Desa Rejosari Kec. Mijen Kab. Demak;
Sebelah Selatan  : Desa Jetak Kec. Wedung Kab Demak;

Sebelah Barat : Desa Jungpasir Kec. Wedung Kab. Demak.

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Jungsemi dengan ibu
kota Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah relatif mudah
untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke Tbu
kota Kabupaten, Propinsi dan Kecamatan tidak menjadi masalah mengingat alat
transportasi sudah semakin meningkat. Ini terbukti gerak perekonomian dan
perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak/jarak Desa Jungsemi dengan pusat-pusat
ekonomi dan pemerintahan yang ada di Demak dapat disimak sebagai berikut:

* & & @

Jarak ke Ibu kota Kecamatan 1 10 km
Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 25 km
Jarak ke Ibu kota Propinsi : 50 km

Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 0,3 jam
Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten  : 1 jam
Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi : 2jam

A. KEADAAN SOSIAL
Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari
tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri Oleh  karena itu
pembangunan bisa maju bila didukung oleh sumber daya manusia yang
memadai, oleh karenanya pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian
dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama
baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.



Tingkat Pendidikan Desa Jungsemi mengalami perkembangan dan
kemajuan yang cukup signifikan hal ini terbukti dengan berkurangnya angka
putus sekolah dan berdirinya lembaga lembaga pendidikan yang ada seperti
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) dan TK/RA sebanyak 4 lembaga, SD dan
Madin, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
pendidikan semakin tinggi.

Dibidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan
yang cukup baik hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat
akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajad kesehatan mereka
sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ketempat-tempat
pelayan kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu Polindes dan
kehadiran Balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan
mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat.

Desa Jungsemi saat ini memilki 4 Posyandu (Posyandu balita,
Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Posyandu Kelas Bumil dan Posyandu
Kelas Balita) yang tersebar di 4 RW serta 1 unit Polindes serta Puskemas yang
berada di desa sebelah dan hal ini tentu memudahkan pelayananan bagi
masyarakat.

. KEADAAN EKONOMI

Penduduk Desa Jungsemi sebagian besar bekerja sebagai petani
disamping sebagian sebagai buruh tani, Peternak, nelayan, tukang batu/kayu,
buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi Desa yang paling
menonjol adalah potensi persawahan (padi dan jagung). Selain itu tanaman
keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik
pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering. Sedangkan
tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah
mangga, dan kelapa. Untuk areal tanaman pertanian meliputi areal
persawahan yaitu padi, jagung, bawang merah, lombok dan lain-lain.

Di sektor pertanian Desa Jungsemi yang berada di dataran rendah
sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini
berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kwalitas bagus.
Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di
Desa Jungsemi memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba
disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah
tingkat perekonomian masyarakat.

. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Keadaan sarana dan prasarana Desa Jungsemi secara umum sudah
cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah,
sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat
melayani masyarakat Desa Jungsemi.



D. KONDISI PEMERINTAHAN DESA
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di
hormati dalam sistem Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala
Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Jungsemi warga negara
Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam
tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya.
Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang
prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui
Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan
mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan
rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan
pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari
pemerintah di atasnya.

22. PERMASALAHAN
Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam
penyampaian Pandangan Resmi BPD Jungsemi ini dapat kami sampaikan
permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Jungsemi yaitu:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih mengena ke
masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah

dan terukur.

b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar,
study banding dll

c. Peningkatan Operasional Perkantoran guna mendukung kenyamanan
dalam Pelayanan Masyarakat.

d. Penyediaan Sarpras Kantor yang memdahi.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
% Sub Bidang Pendidikan

a. Di Desa Jungsemi angka melek huruf semakin meningkat, namun
demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini
perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat
sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.

b. TPM (indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini
terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9
tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap
pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.

¢. Peningkatan Pelayanan Perpusdes untuk upaya mendukung tujuan
pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

< Sub Bidang Kesehatan

a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Jungsemi, sehingga
penanganan kesehatan balita,ibu hamil, anak-anak , remaja dan lansia
dapat terdeteksi sedini mungkin.

b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Jungsemi masih
perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak
masyarakat yang membuang sampah dan BAB di sungai,
pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dIL

¢. Penanganan Stunting untuk balita dan anak

d. Pendayagunaan PKD



% Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

N

Tersedianya ruang publik terbuka hijau ramah anak ( RPTHRA ).
Sarana Pasar Desa

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi warga;
Penyediaan sarana air bersih;

Sarana Transportasi Pertanian.

< Sub Bidang Pemukiman

a.
b.

C.

d.

RTLH (rumah tidak layak huni)
PJU (penerangan jalan umum)
Pengelolaan sampah dengan baik
Jamban Sehat keluarga

<+ Sub Bidang Pariwisata

d.

b.

Fasilitasi terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik
wisatawan.

Fasilitasi terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual
sehingga dapat menarik wisatawan.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
% Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat

d.

b.
C.

s

d.
e,

Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman,
ketertiban, dan pelindungan masyarakat

Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun

Sarana poskamling di tiap dusun

#+ Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan
d.
b.

Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa
Kegiatan Sedekah Bumi dan Barikan Uler-uler sebagai wujud
Pelestarian Budaya Lokal yang patut dilestarikan bersama;

Khoul Masyayeh dan Para Leluhur untuk mendoakan mereka agar
senantiasa mendapatkan Rahmat dan Perlindungan dari Allah SWT;
Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa
PHBI

% Sub Bidang kepemudaan dan olah raga

a.
b,

C.

d.

Fasilitasi terbentuknya karang taruna

Fasilitasi terbentuknya KIM

Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa
Sarana olah raga

% Sub Bidang kelembagaan masyarakat

a.
b.

Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga vang ada di masyarakat
Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
% Sub Bidang kelautan dan perikanan

a.

Meskipun wilayah Desa Jungsemi tidak berbatasan langsung dengan
pantai, namun sebagian masyarakat banyak yang bekerja sebagai
nelayan, sehingga butuh perhatian khusus terhadap mereka baik
berupa bantuan alat tangkap maupun penguatan kapasitasnya.

Belum adanya inovasi terhadap hasil tangkapan nelayan, sehingga
nelayan di Desa Jungsemi tidak punya nilai tawar yang tinggi.

Belum adanya kelembagaan yang melindungi nelayan Jungsemi

Desa Jungsemi memiliki 2 buah sungai yang hanya dimanfaatkan
untuk irigasi, belum ada inovasi untuk dapat dimanfaatkan untuk
budi daya perikanan air tawar.

Belum adanya industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan.



% Sub Bidang pertanian dan peternakan

a,

Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang
melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya
produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai
tawar yang tinggi.

Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi
pupuk yang membuat produksi menurun.

Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah
pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.

Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga
aliran air berkurang.

Peternak Desa Jungsemi masih bersifat konvensional, sehingga
diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada
di Desa Jungsemi

Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk
pakan ternak

Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.

< Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga

da.

b.

Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan
terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan
KDRT.

Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak dan keluarga.

% Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah

a.

L

b.
C.

Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Jungsemi
sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan
bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh
berkembang.

Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi
nelayan dIL

< Sub Bidang dukungan penanaman modal
d.

Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan
kapasitas pengurus BUMDES

Memperluas jaringan usaha BUMDES.

Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga
untuk meningkatkan PADesa.

Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya
% Sub Bidang Penanggulangan Bencana

a.
b.

Bertindak secara dini dalam mengatasi bencana yang terjadi
Perlu adanya peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana

< Sub Bidang Keadaan Darurat

a.

<+ Sub Bidang Keadaan Mendesak

a.

Memberikan bantuan untuk warga kurang mampu demi mejaga
stbailitas ekonomi dan ketahanan pangan
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PANDANGAN RESMI BPD

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka Pandangan
Resmi BPD adalah sebagai berikut :

1.
2.

3.
4.
S

Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan
kebutuhan masyarakat Desa.
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'KESIMPULAN & REKOMENDASI

41. KESIMPULAN

Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka

dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1.

Desa Jungsemi merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja
sebagai petani, buruh tani, peternak, nelayan sehingga roda perckonomian
masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.

Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang
berkwalitas, mengingat SDM masyarakat Desa Jungsemi yang masih rendah
diperlukan upaya Pemerintah ntuk meningkatkan SDM masyarakat Desa
Jungsemi

Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga
dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya
mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.

Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar
mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

4.2, REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Jungsemi memberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa tahun 2025

yaitu
1

2.

8

Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa pada
tahun perencanaan 2025

Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat
dalam setiap tahapannya.

Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat
sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.




BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2025, di Desa
Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 26 September 2025
Jam : 19.30 s.d. selesai
Tempat : Balaidesa Jungsemi

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa

Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana
terlampir.

2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.

3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2025 yang
telah disusun oleh Tim Penyusun.

4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa
tentang perencanaan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jungsemi, 26 September 2024
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

<

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd




MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini rabu tanggal Sembilan belas bulan juni tahun dua ribu dupaluh empat

bertempat di Balaidesa Jungsemi, kami Pemerintahan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP
Desa Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1)

2)

Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 Desa Jungsemi Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan:

a. Pembina :  Kepala Desa (KUSGIYANTO, SF)

b. Ketua : DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd
. Sekretaris : ALIMUHSON

d. Anggota . NGADIMIN

1

2. MASFUFAL1, Amd. Keb
3. AHMAD RIZAIL SALEH
4. ALISRAHMAWATIL, S.Pd
5. MISFA'ATI ULFAH, S.Pd
6. MUCHIBI

7. KUSMADI

8. MUKLAS

Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagimana dimaksud di
atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim
Penyusun RKFP Desa Tahun 2025.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024

Sekretaris,

2=

DZIKRI FITRIYANA, SE




T

KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 148/44 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA JUNGSEMI,

Menimbang :  a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36
ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa
mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa
dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak tentang Tim Penyusun RKP Desa
Tahun 2024, Desa Jungsemi Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak;

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Demak dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistemm Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 657 3);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6515);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II
Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5694);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

" 611);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

e
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Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 961);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2016 Nomor 1});

23. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73 )

24. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2019 Nomor 36);

25. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun
2019 Nomor 3);

26. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Jungsemi Tahun 2023 - 2028 (Lembaran
Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2)

27. Peraturan desa Jungsemi Nomor 9 tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 2024;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKFP Desa
Tahun 2025 pada Tanggal 19 Juni 2024 yang bertempat
di Balai Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten

Demak.
MEMUTUSKAN

Menetapkan -

KESATU :  Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :  Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan
pembiayaan Pembangunan Desa;

2. pencermatan ulang RPJM Desa;

3. penvusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan
RKP Desa; dan

4, penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan
rencana anggaran biaya kegiatan.
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KETIGA :  Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas
Tim Penvusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2024 dan Swadaya Desa.

KEEMPAT +  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

i : Desa Jungsemi
: 19 Juni 2024

e
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LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jungsemi

Nomor

: 148/44 TAHUN 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2025

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

NO NAMA TEMPAT, TANGGAL | ;apaTAN |  UNSUR
LAHIR
1. | Kusgiyanto, SE Demak, 16-06-1971 | Pembina | Kepala Desa
2. | Dwi Ari Fajar Kurniawan, S.Pd | Demak, 12-08-1990 Ketua Sekdes
3. | Ali Muhson Demalk, 05-05-1977 | Sekretaris Perades
4, | Ngadimin Cilacap, 11-08-1985 | Anggota LPMD
5. | Masfufah, Amd.Keb Kudus, 12-06-1976 Anggota LPMD
6. | Ahmad Rizal Saleh Demak, 01-10-1981 | Anggota Perades
7. | Alis Rahmawati, S.Pd Demak, 07-04-1991 Anggota KPMD
8. | Misfa’ati ulfah Demak, 16-06-1983 Anggota TP PKK
9. | Kusmadi Demak, 22-06-1960 | Anggota Ketua RW
10, | Muchibi Demak, 31-12-1975 | Anggota Ketua RW
11. | Muklas Demak, 14-04-1964 | Anggota Ketua RT
R \ JUNGSEMI,
]
fe- -
B
W
N\
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DAFTAR USULAN MASYARAKAT

DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH
Prakiraan Penerima Manfaat
SDGs ; Lokasi
Y No. Usulan Kegiatan Pengusul Kegiatan d:;nil:‘mm;‘;n LK PR | RTM
1 2 3 4 5 & & 8 2
1 1. | Penyediaan Jaminan Sosial | Perangkat | Desa 13208 10 1
bagi Kepala Desa dan Desa Jungsemi
Perangkat Desa .
.8 Desa 1320B 10 1 0
I Jungsemi
3 1. | Penyelenggaraan Pos Bidan Desa | Desa 1 paket 67 24 3
Kesehatan Desa/ Polindes Jungsemi
Milik Desa (obat, Insentif,
KB, dsb) L oy
2. | Penyelenggaraan Posyandu | Bidan Desa | Desa 1 paket 76 67 9
. Jungsemi | e
3. Bidan Desa | Desa 1 paket 67 24 2
Jungsemi
4 Bidan Desa | Desa 1 paket 76 | & | 11
| Jungsemi .. o
5. Bidan Desa | Desa 1 paket 67 24 3
= Jungsemi . _——
6. Bidan Desa | Desa 1 paket 76 67 4
— N _ |Jungsemi | | i
7. Bidan Desa | Desa 1 paket 67 24 3
B. Bidan Desa | Desa 1 paket 76 67 5
bl e | Jungsemi | I
9, Bidan Desa | Desa 1 paket 67 24 3
Jungsemi = E—
10. Bidan Desa | Desa 1 paket 76 67 5
Jungsemi .
11, Bidan Desa | Desa 1 paket 67 24 B
s Jungsemi | | B S—
12, Bidan Desa | Desa 1 paket 76 67 7
] Jungsemi
13. Bidan Desa | Desa 1 paket 67 24 2
- - 4o |Jungsemi | | | s
14. Bidan Desa 1 paket 76 67 3
I P | Jungsemi | e -
15. | Pemeliharaan Sarana Bidan Desa | Desa 1 paket 67 24 2
Prasarana Jungsemi
Posyandu,/Polindes/PKD - .
16. | Penyelenggaraan Posbindu | Bidan Desa | Desa 1 paket 76 67 3
i Jungsemi
4 1. | Penyelenggaraan Guru Desa 516 OB 43 5 7
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ | Pendas Jungsemi
/Madrasah NonFormal Milik
Desa (Honor, Pakaian dll) B P
2. | Dukungan Penyelenggaran | Guru Desa 1 paket 42 3 2
PAUD (APE, Sarana PAUD | Pendas Jungsemi
dsk) o N | R
3. | Penvuluhan dan Pelatihan Guru Desa 1 pakel 67 24 3
Pendidikan Bagi Masyarakat | Pendas Jungsemi i |
4, | Pembangunan/Rehabilitasi/ | Guru Desa 1 paket 76 67 4
Peningkatan/ Pengadaan Pendas Jungsemi
| Sarana/Prasarana/Alat - N - I,




SDGs Lokasi Prakiraan | Penerima Manfaat
No. Usulan Ke P sul Volume :
ke- Blatan eagn Kegiatan | o0 e | LK | PR | RTM
1 2 3 4 5 6 7 § 9
Peraga PAUD/
TK/TPA/TKA/TPQ/ i . -
5. | Pembangunan/Rehabilitasi/ | Guru Desa 1 paket 67 24 7
Peningkatan/ Pengadaan Pendas Jungsemi
Sarana/ Frasarana/ Alat
Peraga PAUD/
| TK/TPA/TKA/TPQ/ o —
6. | Pengelolaan Perpustakaan Guru Desa 1 paket 76 67 3
Milik Desa (Pengadaan Pendas Jungsemi
_ Buku, Honor, Taman Baca) | - _ =
7. | Dukungan Pendidikan bagi | Guru Desa 1 paket 67 24 3
| Siswa Miskin/Berprestasi | Pendas | Jungsemi | B
8. | Dukungan Sarana Prasana Guru Desa 1 paket 76 67 4
Pendidikan Pendas Jungsemi
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
/Madrasah Non-Formal
i Bukan Milik Desa (dalam b o
5 1. | Pelatihan dan Penyuluhan TP PKK Desa 1 paket 2 87 6
Pemberdayaan Perempuan | DESA | Jungsemi | - )
2. | Pelatihan dan Penyuluhan | TP PKK Desa 1 paket 3 4 7
Perlindungan Anak | DESA | Jungsemi | . )
3. | Fasililasi terhadap TP PKK Desa 1 paket 3 2 5
kelompok-kelompok rentan, | DESA Jungsemi
kelompok masyarakat
miskin, perempuan, anak
dan difabel
8 1. | Pelaksanaan Audit Pelaku Desa 1 paket 6 5
Keuangan BUM Desa, BUMDesa | Jungsemi
Evaluasi Perkembangan
. |BuMDesa
2. | Penyertaan Modal BUMDesa | Pelaku Desa 1 paket 34 35
| BUMDesa | Jungsemi -
3. | Pemeliharaan Pasar Pelaku Desa 1 paket 32 44
Desa/Kios Milik Desa BUMDesa | Jungsemi . 1
4. | Pengembangan Industri Pelaku Desa 1 paket 43 Ee
Kecil Tingkat Desa BUMDesa | Jungsemi | il B
5. | Pelatihan usaha ekonomi dan | Pelaku Desa 1 paket n n 7
Perdagangan BUMDesa | Jungsemi
13 Kegiatan Penanggulanan Aspirasi Desa 1 paket 55 45 5
| Bencana Warga Jungsemi
Aspirasi Desa 1 paket 67 45 5
. Warga Jungsemi . |
Penanganan Keadaan Aspirasi Desa 1 paket 4 7 3
= Darurat Warga Jungsemi
17 Kegiatan Festival Tomas Desa 1 paket 76 a5 7
Keagamaan Jungsemi
Tomas Desa 1 paket 45 34 8
Jungsemi
Pembinaan Karang taruna Tomas Desa 1 paket 19 7 2
Tungsemi
Pembentukan Lembaga Tomas Desa 1 paket 45 13- | 1
Kemasyarakatan Desa Jungsemi :
18 1. | Penyediaan Penghasilan Pemdes Desa 1208 1 0 0
Tetap dan Tunjangan Kepala | Jungsemi Jungsemi
Desa
2. | Penyediaan Penghasilan Pemdes Desa 1200B 9 1 0
Tetap dan Tunjangan Jungsemi Jungsemi
| Perangkat Desa _ . 5
3. | Penyediaan Operasional Pemdes Desa 1 paket a3 32 11
Pemerintah Desa (ATK, Jungsemi Jungsemi
Honor PKPKD dan PPKD |




. Prakiraan | Penerima Manfaat
SDGs : Lokasi s
ke. | No. Usulan Kegiatan Pengusul Kegiatan d::!;!:l:m Kk | PR | RTM
1 2 3 4 5 6 7 8 9
_{di) - R
4. Pemdes Desa 1 paket 45 34 12
_ |Jungsemi fJungeemd | | 1 1
5 | - Penn%t%eea Desa 1 paket 45 5
| Jungsemi Jungsemi - o
6. ' Pemdes | Desa lpaket | 34 2
=R : Jungsemi | Jungsemi —a :
7. | Penyediaan Tunjangan BPD | Pemdes Desa 84 0B 3 4 1
- Jungsemi | Jungsemi | = £33
8. | Penyediaan Operasional BPD | Pemdes Desa 1 paket 3 4 1
(rapat, ATK, Makan Minum, | Jungsemi | Jungsemi
Pakaian Seragam, Listrik dlI) : ! :
9. | Penyediaan Pemdes Desa 264 OB 2 0 3
Insentif/ Operasional Jungsemi Jungsemi
RT/RW o L
| 10. | Operasional Pemerintah Pemdes Desa 1 paket 35 32 4
Desa yang bersumber dari Jungsemi Jungsemi
Dana Desa - | = .
11. | Penyediaan Tunjangan Hari | Pemdes Desa 1 paket 1 0 0
Raya Kepala Desa | Jungsemi | Jungsemi — e
12. | Penyediaan Tunjangan Hari | Pemdes Desa 10 Paket 9 1 0
Raya Perangkat Desa _ Jungsemi | Jungsemi _— | ——
13. | Penyediaan Tunjangan Hari | Pemdes Desa 1 paket 45 32 2
Raya Lembaga Desa Jungsemi | Jungsemi : _
14. | Lain-lain Kegiatan Sub Pemdes Desa 3608 3 0 0
Bidang Siltap dan Jungsemi Jungsemi
Operasional Pemerintahan
| Desa SIS | S— | | SU|| S| — |
15. | Penyediaan Sarana (Aset Pemdes Desa 1 paket 45 54 n
Tetap) Jungsemi Jungsemi
Perkantoran/Pemerintahan - =
16. | Pemeliharaan Pemdes Desa 1 paket 23 2 3
Gedung/ Prasarana Kantor Jungsemi Jungsemi
M o P
17. | Pelayanan Administrasi Pemdes Desa 1 paket 67 24 2
| Umum dan Kependudukan | Jungsemi | Jungsemi s
18. | Penvusunan, Pendataan, dan | Pemdes Desa 1 paket 76 67 3
Pemutakhiran Profil Desa Jungsemi | Jungsemi |
19. | Pengelolaan Adminstrasi Pemdes Desa 1 paket 67 24 0
dan Kearsipan Pemerintahan | Jungsemi Jungsemi
M e
20. | Penyuluhan dan Penyadaran | Pemdes Desa 1 paket B7 24 5
Masyarakat tentang Jungsemi Jungsemi
_ Kependudukan dan Capil D e
21. | Pe22 metaan dan Analisis Pemdes Desa 1 paket 67 24 7
Kemis23 kinan Desa secara | Jungsemi Jungsemi
|| Partisipalif - —
22, | Penyelenggaraan Pemdes Desa 1 paket 67 24 12
Musyawarah Perencanaan Jungsemi Jungsemi
Desa/Pembahasan APBEDes
| (Regulen) | B .
23. | Penyelenggaraan Pemdes Desa 1 paket 67 24 1
Musyawarah Desa Lainnya | Jungsemi Jungsemi
(Musdus, rembug desa Non
| Reguler) = RSN [T Seeys . et
24. | Penyusunan Dokumen Pemdes Desa 1 paket 67 24 23
Perencanaan Desa Jungsemi Jungsemi
(RPJMDesa/RKPDesa dif) | : :
25. | Penyusunan Dokumen Pemdes Desa 1 paket 67 24 1
Keuangan Desa (APBDes, Jungsemi Jungsemi
| APBDes Perubahan, LPJdll) | e ———




SDGs Lokasi Prakiraan | Penerima Manfaat
No. Usulan Kegiatan Pengusul = Volume :
ke- Kegiatan | . Suein LK | PR | RTM
1 2 3 4 5 (1 7 8 L
26. | Pengelolaan Administrasi/ Pemdes Desa 1 paket 67 24 2
Inventarisasi/Penilaian Aset | Jungsemi Jungsemi
Desa
27. | Penyusunan Kebijakan Desa | Pemdes Desa 1 paket 67 24 2
(Perdes/ Perkades selain Jungsemi Jungsemi
L. Perencanaan/Keuangan) - ) .
28. | Penyusunan Laporan Kepala | Pemdes Desa 1 paket 67 24 2
Desa, LPPDesa dan Jungsemi Jungsemi
Informasi Kepada
_______ _ | Masyarakat | B | == S
29, | Pengembangan Sistem Pemdes Desa 1 paket 67 24 1
InformasiDesa | Jungsemi | Jungsemi ]
30. | Penyelenggaran Lomba antar | Pemdes Desa 1 paket 67 24 3
Kewilayahan & Pengiriman | Jungsemi Jungsemi
| Kontingen dlm Lomdes =i} — E _
31. | Penvelenggaraan Evaluasi Pemdes Desa 1 paket a7 24 4
| Tingkat Perkembangan Desa | Jungsemi | Jungsemi | I A =" 2
32, | Kegiatan Mediasi Konflik Pemdes Desa 1 paket 67 e 2
___ | Pertanahan_ __|Jungsemi Jungsemi | | |
33. | Adminstrasi Pajak Bumi dan | Pemdes Desa 1 paket 67 2 2
Bangunan (PBB) Jungsemi | Jungsemi
34. Pemdes Desa 1 paket 67 24 2
I Jungsemi | Jungsemi - - ]
35, | Lain-lain Kegialan Sub Pemdes Desa 1 paket 67 24 5
| Bidang Pertanahan Jungsemi | Jungsemi |
36 | Sedekah Bumi Tomas Desa 1 paket 456 124 9
_ B Jungsemi |
37. | Khoul Masyayeh Tomas Desa 1 paket 78 45 4
S |Jungsemi | | 1 |
38. Tomas Desa 1 paket 79 45 5
: | Jungsemi - ,
39. | HUTRI Warga Desa 1 paket 56 43 5
S N _| Jungsemi | i =E LA
40. | Fasilitasi Kegiatan KPMD Alis Desa 1 paket 2 1
Rahmawati | Jungsemi _ ]
41. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 1 paket 1 0 0
Kepala Desa Desa Jungsemi
42, | Peningkatan Kapatitas Perades Desa 1 paket 9 1 0
| Perangkat Desa __|Jungsemi | |
43. | Peningkatan Kapasitas BPD | Ketua BPD | Desa 1 paket 3 4 1
Jungsemi i
Jungsemi, 27 September 2024
P ahui, Ketua Tim Penyusun RKP Desa
F 7 I_{. o
{4 : Q_U,P
il 0 [KEPALA DES) ' ~
i ( JUNGSEMI
e DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd
\\:‘“ TAN “_'j:'_:




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA JUNGSEMI KEC. WEDUNG KAB. DEMAK
Jin Raya. Jungsemi No. 88 Kode Pos 59554.

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
Nomor : 5 /KEP.BPD /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia
pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan
keputusan BPD; dan
b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan
panitia pelaksana musyawarah desa tentang
Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 di
Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten
Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Demak dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistemm Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara



tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat I Pekalongan, Kabupaten Daerah
Tingkat Il Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II
Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864|;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633};

19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 961);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 Nomor 4);

21. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73 )

22. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2019 Nomor 36);

Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten
Demak pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 membahas
tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes]
tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKP
Desa tahun 2025 Desa Jungsemi Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Membentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang
Perencanaan Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:

a. dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
dan

b. dokumen Pandangan Resmi BPD.

Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes

tentang perencanaan Desa;

Menyiapkan akomodasi rapat;

Menyiapkan daftar hadir;

Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;

Menyvampaikan undangan kepada peserta musdes dan

tamu undangan, paling lambat 5 (lima} hari sebelum

pelaksanaan musdes;

7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta
vang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu] hari
sebelum pelaksanaan musdes.

i

by o

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes)
bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi
- Pada tanggal : 17 Juni 2023
"~ KETUA BPD JUNGSEMI,

" NUR AHMAD FIKRI




LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan

Desa Jungsemi

Nomor : /KEP.BPD /2023
Tanggal : 19 Juni 2023

Tentang : Pembentukan Panitia

Musyawarah Desa tentang
Perencanaan Desa dalam

rangka penyusunan RKP
Desa Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024

NO NAMA JABATAN UNSUR |
1. | NUR AHMAD FIKRI Ketua Sekretaris BPD

2. | NOR HAMID, S.Pd Sekretaris |  Anggota BPD

3. | ALI MUHSON Anggota Perangkat Desa |
4. | MASFUFAH Anggota LPMD

5. | ALIS RAHMAWATI. S.Pd Anggota KPMD

--..‘.'_‘--.__‘_\_-
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BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2025

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa
Tahun 2025 di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa
Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Balai Desa Jungsemi

Telah diadakan acara musyawarah Desa yvang dihadiri oleh kepala Desa, unsur
perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Mencermati ulang Dokumen RPJMDesa 2023-2028;
Menyepakati hasil pencermatan ulang RPJMdesa;
Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Tahun 2025;
Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2025;
Penjaringan Aspirasi Masvarakat

b2
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B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah :  Nur Ahmad Fikri dari Ketua BPD Desa Jungsemi
Notulen : Muzer, 8.Pd dari LKMD
Narasumber : 1. Kusgivanto, SE dari Kepala Desa

2. Tim Musdes 2023 Kec. Wedung

Setelah  dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan
akhir dari musyvawarah Desa yaitu :

1. Pagu Indikatif Desa Tahun 2025

2. Rancangan RKP Desa Tahun 2025

3. Gambar Rencana Prasarana

4. Rencana Anggaran Biaya

5. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungawab

\Jimgsemi, 19 Juni 2024

TN
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NAMA 1 JUMLAH KET.
NO ASPIRATOR JENIS USULAN | VOLUME ANG;(R}:;?AN
Kegiatan Tahun
2024 yang
belum
terlaksana
Jalan dan
Jembatan wil RW
o 02 (Arah Resulo)
Jembatan
Pertanian Blok
L Kedung )
Sarpras jalan
(Saluran
Pembuangan
warga RT 06/01)
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKPDesa 2025
KEDUDUKAN DALAM
NO KEDUDUKAN NAMA KELEMBAGAAN
1 | Pembina Kusgiyanto, SE Kepala desa
2 | Ketua Nor Hamid BFD
3 | Sekretaris H. Muhammad Nur Yasin | LPMD
4 | Anggola H. Muzer LPMD
S | Anggota H. Pujiono Ketua RW
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKPDesa 2025
KEDUDUKAN DALAM
NO KEDUDUKAN NAMA ) KELEMBAGAAN
1 | Pembina Kusgiyanto, SE Kepala desa
2 | Ketua Dwi Ari Fajar Kurniawan | Perades (Sekdes)
3 | Sekretaris Ali Muhson Perades
_ 4 | Anggota Ngadimin LPMD
5 | Anggota Masfufah | LPMD
6 | Anggota Ahmad Rizal Saleh Perades
7 | Anggota Alis Rahmawati, S.Pd | KPMD
8 | Anggota Misfa’ati Ulfah TP PKK
9 | Anggota Kusmadi | Ketua RW
10 | Anggota Muchibi Ketua RW
11 | Anggota Muklas Ketua RT




PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT
MUSDES PERENCANAAN TAHUN 2025

NAMA
ASPIRATOR

JENIS USULAN

VOLUME

JUMLAH
ANGGARAN

(Rp)

K. Musbikhin

Sarpras TP(Q AL
HUDA (Kamar
mandi TPQ)

1 paket

Muzazin

Pengembangan
Pasar Desa
untuk Sentra
Kuliner

I paket

Masfufah

Kanopi Halaman
PKD

7 paket

Sarpras PKD

1 paket

Muchibi

Pembangunan
Jalan sebelah
Bpk. Kusnawi

1 paket

Saluran

pembuangan RT
01,02 RW 03

1 paket

Pembangunan
Sarpras Jalan
Kampung
(Pembuatan
tutup saluran

air)

1 paket

| Adam Efendi

Pengadaan
Sarpras
Pemekaman
warga
{Deklit/tenda)
uniuk
Penggalian
Makam

1 paket

Bukhori

Normalisasi Kali
Lembon untuk
antisipasi banjir
dan kelacaran
irigasi

1 paket

Pembenahan
saluran
pembuangan
warga wilayah
RW 04 yang
mengarah ke kali
Lembon

1 paket

Mahmudi

Pembangunan
Talud Saluran
Pembuangan di
wilayah RT 03,
04, 05 dan 06
RW 01

1 paket

Zumanto

Pembangunan
Jalan
Permukiman
wilayah RT
03/04

1 paket

10

Melanjutkan

kembali

Kanopi Halaman
TK Eka Bhakti

Forum
Dharma
Kunarpa
dan Pemdes




DAFTAR ASPIRASI MUSDES UNTUK RKP TAHUN 2025

NAMA

KEDUDUKAN

ASPIRASI

MUZAZIN

02/02

RW

Menciptakan Desa Wisata Pasar
Sore atau Pasar Kuliner dengan
memanfaatkan lahan Pasar Minggu
Jungsemi

Menjaring Masyarakat yang
memiliki keahlian tetapi kesulitan
modal untuk berdagang di Pasar
Kuliner dengan memberikan

pinjaman maodal

HI
MASRUROH

02/04

TokMasy

Bantuan pengadaan Sarpras (Meja,
Lampu Emergency, tikar, dsb) bagi
Guru Ngaji yang lilahitaala.
Ormas (NU) memohon untuk
bantuan dianggarkan dana.

KYAI
MUSBIHIN

04/02

Tokmasy

Anggaran yang seharusnya 2024
untuk TPQ turun tetapi ditunda,
mohon agar ditahun 2025
diprioritaskan karena TPQ) sudah
mulai membangun.

BUKHORI

04/03

RT/ Petani

Saluran pembuangan di RW 04
dilakukan pembersihan
Pengerukan larik Lembon

Bantuan Diesel

ZUMANTO

03/04

RT

: Pf_:mbanglman Jalan Gang Ibu

Susmiyati karena telah rusak dan
dibangun jalan lebih tingg (
blenduk an) di depan rumah bapak
H. Khandirin

MAHMUDI

04/01

Meneruskan Pembangunan Pondasi
larik sebelah Rumah bapak
Mahmudi

MASFUFAH

04/01

ADAM
EFENDI

04/02

Pembuatan kanopi depan PKD

Pengadaan Tenda untuk Kuburan
(Tenda saat penggalian makam)




DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

» Hari : RABU

# Tanggal : 19 Juni 2024

» Waktu :Jam 13.00 s.d. selesai

» Tempat : Balaidesa Jungsemi
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